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BUPATIPEMALANG 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR: 17/ 2008 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 

KEHUTANAN 
KABUPATEN PEMALANG 

BUPATI PEMALANG, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c 
dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka 
dalam rangka penyelenggaraan penyuluh perlu membentuk 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian, Per:kanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang ; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nonor 
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
kehut&nan, mnenyebutan bahwa pembentukan Badan Pelaksana 
Penyuluhan pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana 
Penyuluhn Petanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 
Pemalang. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengeh. 

2. Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 1974 Nornor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3041): sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Unaang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndomesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 
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. 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Petanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Repeblik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92: Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4460); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200/ tentang Fbagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintan, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerin'ahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemoaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Pepublik Indonesia 
Republik Indonesia Nmor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tertang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan tembran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan • ERATURAN BUPATI TE. ITANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KER)A BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERT ANIAN, 
PERIAKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEMALANG. 

BAB I 

KETENT'JAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati aaalah Bupati Pemalang. 
2. Sekretaris Daeran adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Peralang. 
3. Badan Pelaksana Penyulu an adalah Badan Pelaksana Penyulahan Pertaian, 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten emalang. 
4. Kepala B dan Pulcksana Penyuluhan adalah Kepala Badan elaksana Penyaluhan 

Pertania , Perikanan dan Kehutanan abupaten Pemalang. 
5. Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya diebut Sistim 

Penyuluhan adalah seluruh rangkaien pengembangan kemampuan, pengetahuan, 
ketrampi an, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 

G. Penyuluhn Pertaniar, Perikanan dan Kehuta.an yang sclanjutnya disebut 
Penyulutan adalah prcses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha 
agar meeka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 
menqaks informasi pasar, teknoloqi permodalan, dan sumberdaya lainnya, 
·ebaeat r.ha tntuk meninkatkan poluktvit., efiieni t.ha, pendapatan, clan 
kw:ejahtetaanya ·eta memmqkalk kw.alatan dalam peletarian [uni'l 
linpkungan hidup. 

7. Petanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan 
Peternakn yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang 
meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang 
pengelolaan sum'erdaya alam, hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan 
berkelan;utan denan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen 
untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan mcsyarakat. 
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8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaa_9 

pemanfantan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta berkelanjutan, mula 1art 

pre prodaksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam 
suatu sistem bisnis perikanan. 

9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut pe dengan hutan, 
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan 
berkelanjutan. 

10.Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehvanan ye.g Se,anjutnya 
disebut Felaku Utama adalah Mesyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Putan, 
petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta 
keiuarga intinya. 

11.Petani alalah perorangan warga negara indonesia beserta keluargany ala J 

korporasi yang mengelola usaha ibidang pertanian, wanatani, ninatan', 
agropasture, penangkaran satvwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan 
yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. 

12.Pekebun adalah perorangan warge negara Indonesia atau korporasi yang 
melakukan usaha perkebunan. 

13.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang 
melakukan usaha peternakan. 

14.Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang Ina.a 
pencaharianye atau kegiatan usahanyz melakukan penangkapan 'kan. 

15.Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporosi yang 
dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan 
clan kehutana 1. 

16.Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, per Jolah 
ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang 
ditumbuh kembangkan dari, oleh, 'an untuk pelaku utama. 

17.Penyuluh pertanian, penyulvh peril . an, atau penyuluh kehutanan baik peyuluh 
PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut p2nyuluh adalat 
perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. 

18.Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adelat 
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, 
perikanan atau kehutanan untuk melakukan keyiatan penyuluhan. 

19.Penyuluh swasta adaleh penyuluh yang Derasal dari duna usha dan / atau 
lembaga yang mempunyai kopetensi dalam bidang penyuluhan. 

20.Penyuluh sawadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan 
warga n asyarakat lainnya yang den@an kesadaranya sendiri mnau dan ram;u 
menjadi penyuluh. 

21.Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disapaikan oleh para 
penyulut kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang 
meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosinl, mnajemen, ekonomi, hukum dan 
kelestarian lingkungan 

22.Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kelntanan yang selanjutnya 
disebut programa pcnyuluhan adalah rencane tertulis yang disusun secara 
sistimati:, untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat penendali 
pwnCapaan tujuan penyuluhan. 

)3.Rekome last alalah pembeian perelujutan terhalap eknoloti yane akan 
ignakan sebagai materi penyuluhan. 

24.Kelembajaan penyuluhan adalah lembaga p merintah dan / atau masyarakac yang 
mempunvai tuqas dan fungsi menyelenggawakan penyuluhan. 

'.Komosi enyuluha, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ·elanjutnya di:ebut 
Komisi Penyuluhan dalah kelembagan inependen yang dibentuk pada tingkat 
pusat, p ovins dn kabupeten/kota yang terdiri para pkar dan / atau praktisi 
yane) mempuny, keahlian dan kepwluhan dalam Dilan) penyuluhan tau 
pembanetnen peles»an. 

I 
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BA.B II 

PEMBEMTUKAN 

Paseal 2 

Dengan Perrturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Kabuoaten Pemalang. 

BAB II 
I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN 3USUNAN ORGANISASI 

Pesal 3 

(1)Badan Felaksana Penyuluh merupakan bagi..n dari Perangkat Dacrah yang 
menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan. 

(2)Balan Pelaksana Penyuluh dipimnpin oleh :eora Kepala yang berada dr bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Pasal 4 

Badan Pela'sana Penyuluh Pertanian, Perikcnan dan Kehutanan sebagaimana 
dimaksud dclam Pasal 3 ayat (1), bertugas : 
a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan 

kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional; 
b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata keja dan 

metode ;enyuluhan; 
c. melaksanakar pengumpulan, pengolanan, pengemasan den penyebaran moteri 

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku asaha; 
d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemnitraan, pengelolaan 

kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; 
e. menumbuhkembangkan dar memf .. 'tasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi 

pelku utama dan pelaku usaha ; dan 
f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dar swasta meliui 

proses pembelajaran secara berkelanjut an 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri deri : 
a. Kepala Badan ; 
b. Sekre ariat Bdan terdiri dari : 

1. St Baqian Perencanaan; 
2. St b Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Umum. 

c. Bidan Pertanian; 
d. Bidae Peikanan; 
e. Bidan Kehutanan ; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; 

Bala Penyuluha Inqkat Kecaratan. 
()'wktwtamt,l ·wba janaa imaksud val .y. (I) hpmp olel ·wotang Se\ etai, 

yang Der«edulukan di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala Badan 
(3) Bidanq-bidanq sebaqaimana dimaksd pada ayat (I) masit masinq dipimpin olef 

·eonu I@pal lane yane Detkeudul. ch bawah la bet!aneunu jawab 
le pala I ·pala ala melalu 'ektelr, 
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(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Sadan. 

(5) Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan dikoordinir oleh seorang fungsional dalam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Penyuluh melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan 
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikai 
dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah 
sesuai tugas masing-masing. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 
Penjabaran uraian tugas Kepala Sadan Pelaksana Penyuluhan, Sekretariat Sadan, 
Kasub Bagian, Kepala Bidang, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sadan 
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pemalang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang 

Diundengken di Pealang 
peda tenggal 2 uni 2008 

MACHROES 
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